BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada tanggal 17 November 2025 hingga 17 Desember 2025, peneliti
melaksanakan penelitian melalui wawancara langsung dengan para informan di
Kota Banjarmasin mengenai hukum pembangunan kijing kuburan dalam perspektif
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, peneliti
mewawancarai enam orang informan, yang terdiri dari tiga ulama Nahdlatul Ulama
dan tiga ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Dari proses wawancara
tersebut, diperoleh data mengenai identitas para informan serta pandangan mereka
terkait hukum pembangunan Kkijing kuburan

1. Nahdlatul Ulama
a. Informan I
Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Tempat/Tanggal lahir : Pelaihari, 28 April 1983

Usia : 42 Tahun
Jabatan : Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Banjarmasin
Alamat . JI. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru RT. 40, RW. 01,

Kelayan Timur, Banjarmasin
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 mengenai hukum
pembangunan Kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 18

November 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.



Menurut Informan 1, pembangunan kijing kuburan dimaknai sebagai
mendirikan bangunan di atas makam. Dalam pandangan empat mazhab, mazhab
Syafi’i tergolong paling ketat dalam mengatur persoalan ini, terutama apabila
pembangunan dilakukan di atas tanah milik pribadi. Sementara itu, mazhab-mazhab
lainnya pada umumnya hanya memakruhkan pembangunan kijing kuburan.

Beliau menjelaskan bahwa apabila kuburan berada di tanah wakaf atau
tanah yang memang telah ditetapkan sebagai pemakaman umum kaum muslimin,
maka hukum membangun kijing di atasnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada
beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pembangunan tersebut dapat
mempersempit tanah wakaf dan tanah pemakaman umum, padahal tanah tersebut
diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin yang meninggal dunia.

Informan 1 kemudian mengutip pendapat dari kitab Bada’i al-Sana’i, yang
menyebutkan bahwa Abu Hanifah membenci pembangunan di atas kuburan dan
hanya membolehkan pemberian tanda. Hal ini karena pembangunan tersebut
termasuk perhiasan yang tidak dibutuhkan oleh jenazah serta merupakan
pemborosan harta tanpa manfaat, sehingga hukumnya makruh.

Selain itu, dalam kitab Al-Durr al-Mukhtar dijelaskan bahwa dilarang
membangun di atas kuburan apabila bertujuan untuk hiasan, berdasarkan hadis yang
telah diriwayatkan. Juga dilarang membangun di atas kuburan dengan tujuan untuk
ditempati setelah penguburan, karena kuburan diperuntukkan sebagai tempat
pemakaman, bukan tempat tinggal. Namun, sebelum adanya penguburan, tanah

tersebut belum berstatus kuburan sehingga terdapat pendapat yang



membolehkannya, sebagaimana pendapat yang dianggap lebih kuat dalam sebagian
riwayat.

Beliau juga menjelaskan hadis yang menyatakan, “Janganlah kamu
meninggalkan patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan pula kubur yang
berlebihan kecuali engkau ratakan.” Maksud dari “kubur yang berlebihan” adalah
kuburan yang dibangun di atasnya. Hadis ini dijadikan dasar oleh mazhab Syafi’i
dalam melarang pembangunan bangunan di atas kuburan.

Selain itu, terdapat hadis lain yang melarang memplester kuburan,
membangun bangunan di atasnya, duduk di atasnya, serta menulisi kuburan. Hadis
tersebut berstatus sahih. Namun, menurut penjelasan Informan 1, larangan ini
bersifat ghairu jazim, sehingga hukumnya makruh. Hal ini juga dijelaskan dalam
Kitab Bada’i al-Sana’i yang menyebutkan kemakruhan pembangunan kuburan.

Dalam mazhab Hanafi sendiri terdapat perbedaan pendapat. Sebagian
pendapat yang lebih ketat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Durr al-Mukhtar,
menyatakan bahwa apabila pembangunan kuburan dilakukan dengan tujuan hiasan,
maka hukumnya haram. Namun, secara umum dalam Kitab tersebut hukum
membangun kuburan dinyatakan makruh.?

b. Informan Il

Nama : Bahrul IlImi, Lc.

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Januari 1991

Usia : 35 tahun

Y HM. Syarif Fahriyadi, Wakil Ra’is Syuriah PCNU Kota Banjarmasin, wawancara
lansung (t.t.). 18 November 2025



Jabatan : Pengurus LBM PCNU Kota Banjarmasin

Alamat : JI. HKSN Komplek Herlina Baru RT. 18

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Il mengenai hukum
pembangunan Kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 21
November 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan 1I, hukum dasar pembangunan kijing kuburan adalah
makruh. Pendapat ini didasarkan pada hadis dan dalil yang bersumber dari Nabi
Muhammad saw., di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
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Artinya: “Rasulullah # melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan

membangun di atasnya.” (HR. Muslim, no. 970)?

Informan 11 menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti adanya
kekhawatiran kuburan digali oleh hewan buas, kondisi tanah yang tergenang air,
atau kekhawatiran hilangnya tanda keberadaan kuburan, serta demi menjaga
kehormatan jenazah, maka membangun Kijing menjadi bersifat mubah (boleh) .
Dalam kondisi-kondisi tersebut, para ulama sepakat bahwa membangun Kijing di
atas kuburan diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kaidah yang bersumber dari
hadis Nabi yang maknanya menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, sesuatu
yang makruh bahkan yang haram pun dapat diperbolehkan. Sebab, kehormatan

jenazah memiliki kedudukan yang sama dengan kehormatan orang yang masih

2 “Shahih Muslim (ples zsaa) Hadis No. 970,” Shahih Muslim (alw s=s) Hadis No. 970,
https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/970#gsc.tab=0.tanggal 14 desember
2025 jam 08.30



hidup, sehingga sebagaimana kehormatan orang hidup wajib dijaga, demikian pula
kehormatan orang yang telah meninggal dunia.

Beliau juga menjelaskan bahwa apabila kuburan berada di atas tanah wakaf
dan dipasangi kijing, maka hukumnya haram. Apabila hal tersebut telah terjadi,
maka bangunan Kijing tersebut wajib dibongkar. Sementara itu, apabila kuburan
berada di atas tanah milik pribadi, maka hukum membangun kijing adalah makruh,
dengan syarat tetap memperhatikan kesederhanaan dan tidak dilakukan secara
berlebihan, serta menghindari unsur mubazir.

Selain itu, beliau berpendapat bahwa praktik pemasangan kijing di tengah
kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh kultur dan budaya yang berkembang
di daerah tempat tinggal masing-masing.®

c. Informan Ill

Nama : H. Muhammad Imansyah

Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 9 Maret 1990

Usia : 35 tahun

Jabatan : Wakil Katib PCNU Kota Banjarmasin

Alamat : JI. Antasan Raden Gang Barakat Kel. Teluk Tiram
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Il mengenai hukum

pembangunan Kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 24

November 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

% Bahrul llmi, LC. Pengurus LBM PCNU Kota Banjarmasin. wawancara langsung. (t.t.).
21 November 2025



Menurut Informan 111, pandangan mengenai hukum pembangunan kijing
kuburan merujuk pada pendapat para ulama sebagaimana dikutip oleh Badan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu rujukan utama yang beliau sampaikan
adalah pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab 7 ’anat al-Thalibin karya Al-
Imam Al-Syaikh Abu Bakar Syatha’ bin Sayyid Muhammad Syatha’ al-Dimyathi.
Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hukum membangun kijing di atas kuburan
adalah makruh.

Beliau menjelaskan bahwa para ulama memberikan pengecualian terhadap
ketentuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab, seperti I’anat
al-Thalibin dan Hasyiyah al-Bajuri. Dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri dijelaskan
bahwa hukum membangun bangunan atau kijing di atas kuburan adalah makruh,
kecuali pada makam para nabi dan orang-orang saleh, dengan tujuan agar makam
tersebut dapat diziarahi dan diambil keberkahannya.

Informan 1l juga menjelaskan dasar hadis yang digunakan dalam
pembahasan ini. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah
saw. Pernah meletakkan sebuah batu besar di bagian kepala makam salah seorang
sahabat, yaitu Utsman bin Mazh’un. Peletakan batu tersebut dipahami sebagai tanda
kuburan. Adapun praktik pembangunan kijing sebagaimana yang dikenal di
masyarakat, menurut sebagian ulama, secara umum dilarang oleh Rasulullah saw.
Namun, larangan tersebut dipahami oleh para ulama sebagai larangan yang bersifat
lil karahah, yaitu larangan yang menunjukkan kemakruhan, bukan larangan yang

bersifat tahrim (keharaman mutlak).



Beliau juga mengutip hadis riwayat Imam Muslim yang melarang
membangun sesuatu di atas kuburan, duduk di atasnya, dan bersandar padanya. Para
ulama menafsirkan larangan dalam hadis tersebut sebagai larangan lil karahah.
Oleh karena itu, hukum membangun kijing kuburan dipahami sebagai makruh,
sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh para imam dan ulama, termasuk
Syekh Abu Bakar al-Masyhur dalam /’anat al-Thalibin serta Imam al-Bajuri.

Lebih lanjut, Informan 111 menegaskan bahwa dalam praktik pemasangan
kKijing kuburan perlu diperhatikan dampak penggunaan harta yang berlebihan.
Pembangunan Kijing harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan kemampuan
keuangan, serta tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. la juga menegaskan bahwa
apabila kuburan berada di tanah wakaf, maka membangun kijing di atasnya
hukumnya haram. Sementara itu, apabila kuburan berada di tanah milik pribadi,
maka hukumnya makruh. Apabila terdapat kebutuhan tertentu, maka
diperbolehkan, tetapi jika dilakukan tanpa keperluan dan berujung pada
pemborosan harta, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang.

Beliau menekankan agar pembangunan kijing kuburan tidak meniru praktik
orang-orang non-Muslim yang membangun makam secara berlebihan hingga
menyerupai bangunan rumah. Selama pembangunan kijing dilakukan sesuai dengan
ketentuan syariat, tidak berlebihan, dan tidak mengandung unsur israf, maka hal
tersebut masih dapat dibenarkan.*

2. Muhammadiyah

4 H. Muhammad Imansyah, Wakil Khatib PCNU Kota Banjarmasin. Wawancara langsung.
(t.t.). 24 November 2025



a. Informan IV

Nama : Chusnul Aqib, S,Sy., S.Pd.l., M.Pd.

Tempat/Tanggal Lahir : Lawongan, 1 Agustus 1984

Usia : 41 Tahun

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Alamat : Ponpes Modern Al-Furgan Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan IV mengenai hukum
pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 1
Desember 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan 1V, berdasarkan pandangan Majelis Tarjih
Muhammadiyah, telah dikeluarkan fatwa tarjih terkait hukum membangun
bangunan, baik permanen maupun tidak permanen, di atas kuburan. Dalam
menetapkan hukum tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah mendasarkan
pendapatnya pada tiga hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi rujukan utama

dalam pembahasan hukum pembangunan kijing kuburan.
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Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata; Rasulullah saw melarang

menembok kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya.” [HR.

Muslim dalam Shahih Muslim No. 970 dan Ahmad dalam Musnad Ahmad
No. 26556] . ) . )
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Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. melarang

dibangun suatu bangunan di atas kubur, atau ditambah tanahnya, atau

diplester; Sulaiman ibn Musa menambah: Atau ditulis di atasnya.” [HR. an-
Nasai dalam as-Sunan al-Kubra No. 2165]
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Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan
kepadaku Abu az-Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir berkata;
Rasulullah saw melarang menembok kuburan, mendirikan bangunan di
atasnya atau seseorang duduk di atasnya.” [HR. an-Nasa’i dalam as-Sunan
al-Kubra No. 2166].°

Informan IV menjelaskan bahwa ketiga hadis yang dijadikan landasan oleh
Majelis Tarjih Muhammadiyah menunjukkan larangan Rasulullah saw. untuk
mendirikan bangunan di atas kuburan, baik bangunan permanen maupun tidak
permanen. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan membangun dan menembok
kuburan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang
dilarang melalui prinsip saddu adz-dzari’ah, yaitu menutup jalan menuju perbuatan
dosa. Perbuatan yang dikhawatirkan tersebut antara lain mengkultuskan makam,
mengagungkan kuburan, serta meminta pertolongan kepada orang yang telah
meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Subul as-Salam, Kitab al-
Jana’iz, hadis nomor 543.

Selain itu, larangan membangun kuburan juga memiliki beberapa faedah, di
antaranya: pertama, agar tidak menyulitkan generasi berikutnya dalam memperoleh
lahan pemakaman; dan kedua, agar tidak menghamburkan harta untuk hal-hal yang
tidak memiliki manfaat.

Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa berdasarkan dalil Al-

Qur’an dan hadis Nabi, membangun bangunan di atas kuburan, baik bersifat

permanen maupun tidak permanen, adalah perbuatan yang dilarang. Pandangan ini

5 Mendirikan Bangunan di Atas Makam, 10 Mei 1435, https://tarjih.or.id/mendirikan-
bangunan-di-atas-makam. Tanggal 16 desember 2025 jam 10.20wita



dijelaskan dalam buku Tanya Jawab: Himpunan Putusan Tarjih, cetakan ke-3,
halaman 232, yang membahas tentang tata cara penguburan jenazah.

Beliau juga menyampaikan bahwa larangan tersebut berlaku baik untuk
kuburan yang berada di tanah milik pribadi maupun di tanah wakaf. Namun, apabila
pembangunan tersebut hanya sebatas untuk memberikan tanda kuburan, maka hal
itu diperbolehkan. Argumentasi fikih yang digunakan Majelis Tarjih
Muhammadiyah dalam menetapkan larangan ini, selain berdasarkan hadis-hadis
Nabi, juga didasarkan pada pertimbangan sadd adz-dzari’ah, yaitu menutup pintu
yang dapat menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan yang dimaksud adalah
kekhawatiran terjadinya penyimpangan akidah, seperti meminta pertolongan
kepada kuburan atau kepada orang yang telah meninggal dunia.

Oleh karena itu, Muhammadiyah memutuskan untuk tidak membangun
Kijing kuburan dengan pertimbangan menghindari kemudaratan dan menjaga
kemaslahatan. Selain berpotensi mempersempit lahan pemakaman, pembangunan
kuburan sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan juga dapat menimbulkan
pemborosan harta. Beliau menegaskan bahwa tidak semua tradisi yang berkembang
di masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga apabila terdapat tradisi yang
bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut perlu diluruskan.®

b. InformanV

Nama : Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag.

Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 17 April 1963

¢ Chusnul Agib, S,Sy, S.Pd.l., M.Pd. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Wawancara langsung (t.t.). 1 Desember 2025



Usia : 62 Tahun

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Alamat JI. A. Yani KM. 8 Komplek Pal 8 Indah Blok. A
No. 139

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan V mengenai hukum
pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 3
Desember 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan V, hukum membangun kijing di atas kuburan yang
berada di tanah wakaf atau pemakaman umum adalah haram, karena dapat
mempersempit akses dan penggunaan lahan yang seharusnya dimanfaatkan secara
bersama oleh masyarakat. Adapun apabila kijing dibangun di atas kuburan yang
berada di tanah milik pribadi, maka hukumnya makruh. Meskipun demikian,
perbuatan tersebut tetap tidak dianjurkan dan dibenci, karena dinilai sebagai
pemborosan harta (mubazir) dan tidak memberikan manfaat yang jelas.

Beliau kemudian menjelaskan pandangan fikih mazhab Syafi’i terkait
perataan dan ketinggian kuburan. Dalam mazhab Syafi’i disebutkan bahwa
dianjurkan agar kuburan tidak ditinggikan melebihi kuburan lainnya dan tidak
mengambil tanah dari tempat lain untuk meninggikannya. Tidak diperbolehkan
menambahkan tanah secara berlebihan hingga kuburan menjadi terlalu tinggi.
Namun, diperbolehkan menambahkan tanah secukupnya, sekitar satu jengkal atau

mendekati ukuran tersebut.



Terkait pembangunan dan penembokan kuburan, beliau mengutip pendapat
ulama mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa “disukai apabila kuburan tidak
dibangun dan tidak ditembok, karena hal tersebut menyerupai perbuatan menghias
dan menunjukkan kesombongan, sementara kematian bukanlah tempat untuk
keduanya. Selain itu, tidak ditemukan riwayat bahwa kuburan para sahabat dari
kalangan Muhajirin dan Anshar dibangun atau ditembok”.

Beliau juga menyampaikan riwayat dari Thawus yang menyebutkan bahwa
Rasulullah saw. melarang kuburan untuk dibangun atau ditembok. Bahkan, beliau
menuturkan bahwa pernah melihat sebagian penguasa di Mekah menghancurkan
bangunan-bangunan yang berdiri di atas kuburan, dan tindakan tersebut tidak dicela
oleh para ahli fikih.”

Syekh  Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin
menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah, bahwa haram hukumnya membuat
bangunan di atas kuburan, seperti kubah, rumah, atau pagar, apabila kuburan
tersebut berada di atas tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kaum Muslimin.
Apabila bangunan tersebut telah terlanjur didirikan, maka wajib untuk dilarang dan
dibongkar. Namun, beliau juga menjelaskan bahwa membuat bangunan di atas
kuburan tidak mengapa apabila kuburan tersebut berada di atas tanah milik pribadi.

Selain itu, dalam kitab fikih mazhab Syafi’i Al-Majmu’ Syarh al-

Muhadzdzab, Imam an-Nawawi yang merupakan seorang ulama besar mazhab

" Pernyataan Imam Syafi’i Dalam Masalah Kubur, 22 Agustus 2020, Pernyataan Imam
Syafi’i Dalam Masalah Kubur Referensi : https://almanhaj.or.id/21537-pernyataan-imam-syafii-
dalam-masalah-agidah-2.html.



Syafi’l menjelaskan bahwa disunnahkan untuk memberikan tanda pada kuburan,

seperti dengan batu atau kayu, agar kuburan tersebut dapat dikenali dan diziarahi.
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Artinya: “Dan disunnahkan meletakkan batu atau kayu di bagian kepalanya
(mayit), karena Nabi saw. meletakkan batu besar di sisi kepala Utsman bin
Mazh’un seraya bersabda: ‘Aku memberi tanda pada kubur saudaraku ini
dengan batu tersebut, agar aku dapat memakamkan keluargaku yang
meninggal di dekatnya’.” (Al-Majmu’ Syarh AI-Muhaddzab)

Ditinjau dari pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab
Sabilal Muhtadin, yang merupakan salah satu rujukan utama fikih mazhab Syafi’i
di Nusantara, beliau menegaskan pandangan yang sejalan dengan ulama mazhab
Syafi’i lainnya. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa
meninggikan kubur secukupnya, yaitu sekitar satu jengkal, serta memberikan tanda
pada kuburan merupakan perbuatan yang disunnahkan. Hal ini bertujuan agar
kuburan dapat dikenali dan tidak terinjak oleh orang lain.

Berikut ini merupakan redaksi fikih mazhab Syafi’i yang dijadikan landasan
oleh beliau terkait penandaan kuburan (nisan) dan pemberian tanaman berupa
pelepah atau hijauan:

a. Tentang Batu Nisan (Penanda)

Syekh Arsyad mengikuti pendapat mu’tamad bahwa cukup diberi batu
alamiah (tanpa ukiran berlebihan jika di tanah wakaf).
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Artinya: “Dan diletakkan di sisi kepalanya sebuah batu atau penanda
(seperti nisan) supaya dikenali kuburnya, sehingga dapat diziarahi.”



Mengenai tanaman, Syekh Arsyad dan ulama Syafi’iyah menganjurkan
meletakkan pelepah basah atau tanaman hijau karena zikir tanaman tersebut

meringankan si mayit.
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Artinya: “Dan disunnahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di

atas kubur, begitu juga tanaman berbau harum (selasih/bunga) dan
sejenisnya dari tumbuhan yang masih basah/segar.”

Berdasarkan kedua sumber di atas
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Artinya: “Dianjurkan (Sunnah) agar kuburan diberi tanda dengan batu atau
kayu, dan dimakruhkan menyemen serta mendirikan bangunan di atasnya.”

Dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari
menekankan pentingnya kesederhanaan dalam pengurusan kuburan agar tidak
menghabiskan harta untuk sesuatu yang bersifat sementara dan akan hancur, seperti
bangunan. Oleh karena itu, yang dianjurkan hanyalah pemberian tanda secukupnya,
seperti batu nisan, sebagai bentuk penghormatan serta memudahkan ziarah.
Kuburan cukup diberi tanda berupa batu nisan atau tanaman yang menunjukkan
bahwa di tempat tersebut terdapat makam seseorang.

Apabila kondisi kuburan berada di daerah yang rawan terendam atau
tergenang air, maka yang dianjurkan adalah meninggikan tanah kuburan

secukupnya dengan menggunakan tanah, bukan dengan membangun Kijing.



Dengan demikian, pemasangan tanda kuburan tetap dilakukan sesuai dengan ajaran
Islam, yaitu sebatas pemberian batu nisan sebagai penanda.®

c. Informan VI

Nama : M. Yusuf

Tempat/Tanggal Lahir : Alabio, 22 Desember 1978

Usia : 47 Tahun

Jabatan : Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Alamat : Belitung Darat Panti Asuhan Sentosa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan VI mengenai hukum
pembangunan kijing kuburan, wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 6
Desember 2025. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut.

Menurut Informan VI, membangun Kijing kuburan pada dasarnya
diperbolehkan, namun harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Batasan
maksimal dari pembangunan Kijing tersebut adalah sebatas sebagai penanda
kuburan, bukan sebagai bangunan yang bersifat permanen atau berlebihan.

Beliau menjelaskan bahwa dasar kebolehan pemberian tanda pada kuburan
merujuk pada hadis tentang anjuran memberi tanda pada kuburan dengan batu.
Hadis tersebut diriwayatkan dari Al-Muthalib, yang menjelaskan bahwa Rasulullah

saw. pernah memberikan tanda pada kuburan dengan sebuah batu sebagai penanda.

8 Prof. Dr. H. Sukarni, M. Ag. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Wawancara langsung (t.t.). 3 Desember 2025



Dengan demikian, Informan VI menegaskan bahwa kebolehan membangun
Kijing harus dipahami secara terbatas, yaitu hanya sebatas fungsi penandaan
kuburan, tanpa tujuan menghias, mempermegah, atau membangun struktur yang

berlebihan:
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Artinya: “Ketika Utsman bin Maz’un meninggal dunia, jenazahnya dibawa
keluar lalu dikuburkan. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakannya sebuah batu,
tetapi orang itu tidak sanggup mengangkatnya. Maka Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bangkit menuju batu itu dan menyingsingkan lengan
bajunya ... Kemudian beliau mengangkat batu itu dan meletakkannya di
bagian kepala kuburannya, seraya bersabda: ‘Aku memberi tanda kubur
saudaraku dengan batu ini, dan aku akan menguburkan di dekatnya orang
yang meninggal dari keluargaku’.” (HR. Abu Daud no. 3206, dinilai Hasan
oleh Al-Albani)

Dalam riwayat Abu Daud menyebutkan “Ketika sahabat mengatakan
diriwayatkan dari Muththalib, ia berkata: ‘Ketika Utsman bin Mazh’un wafat,
jenazahnya dibawa dan dimakamkan. Nabi Muhammad saw. kemudian meminta
sebuah batu, lalu beliau mengangkat batu itu dan meletakkannya di bagian kepala
kuburannya seraya bersabda: ‘Dengannya aku akan mengenali kubur saudaraku,
dan aku akan menguburkan di dekatnya siapa saja yang meninggal dari
keluargaku’.”

Dalam Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin ‘Abdillah ra.:
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Artinya: “Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

melarang kuburan itu dikapur (diplester/disemen), diduduki, dan didirikan
bangunan di atasnya’.” (HR. Muslim no. 970)

Larangan tersebut mencakup tindakan memberi kapur atau memplester

kuburan. Dalam istilah bangunan modern, hal ini termasuk menyemen atau



membeton kuburan secara permanen. Selain itu, larangan juga mencakup duduk di

atas gundukan kuburan,

karena hal tersebut bertentangan dengan sikap

penghormatan terhadap jenazah. Demikian pula larangan membangun di atas

kuburan, seperti mendirikan bangunan, cungkup, atau bangunan menyerupai rumah

di atas makam.

Informan VI menegaskan bahwa sebaiknya kuburan hanya diberi tanda saja

dan tidak dibuatkan Kkijing. Pemberian tanda tersebut sudah cukup untuk

menunjukkan keberadaan kuburan tanpa melampaui ketentuan yang telah

ditetapkan. Segala bentuk pembangunan di luar batas tersebut dinyatakan tidak

diperbolehkan (naha) karena bertentangan dengan ketentuan syariat.®

4.1 Tabel Ulama NU

No. Nama Pandangan Alasan Pandangan
1 | H. M. Syarif Makruh Apabila pembangunan dilakukan di atas
Fahriyadi. tanah milik pribadi. Apabila kuburan

berada di tanah wakaf atau tanah yang
memang telah  ditetapkan  sebagai
pemakaman umum kaum muslimin, maka
hukum membangun Kijing di atasnya
adalah haram.

Kitab Bada’i al-Sana’i, yang menyebutkan
bahwa Abu Hanifah membenci
pembangunan di atas kuburan dan hanya
membolehkan pemberian tanda. Hal ini
karena pembangunan tersebut termasuk
perhiasan yang tidak dibutuhkan oleh
jenazah serta merupakan pemborosan harta
tanpa manfaat, sehingga hukumnya
makruh.

Kitab Al-Durr al-Mukhtar dijelaskan
bahwa dilarang membangun di atas

® M. Yusuf. Ketua Majelis Tablig Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin.
Wawancara langsung (t.t.). 6 Desember 2025




kuburan apabila bertujuan untuk hiasan,
berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan.
Juga dilarang membangun di atas kuburan
dengan tujuan untuk ditempati setelah
penguburan, karena kuburan diperuntukkan
sebagai tempat pemakaman, bukan tempat
tinggal.

Kitab Bada’i al-Sana’i yang menyebutkan
kemakruhan pembangunan kuburan.
Sebagian pendapat dijelaskan dalam kitab
Al-Durr al-Mukhtar, menyatakan bahwa
apabila pembangunan kuburan dilakukan
dengan tujuan hiasan, maka hukumnya
haram. Namun, secara umum dalam kitab
tersebut hukum membangun kuburan
dinyatakan makruh.

Bahrul 1lmi, Lc.

Makruh

“Rasulullah %  melarang  mengapur
kuburan, duduk di atasnya, dan
membangun di atasnya.” (HR. Muslim, no.
970)

Dalil hadis yang artinya “ketika ada
kondisi-kondisi tertentu pada saat itu
jangankan yang makruh yang haram pun
diperbolehkan kondisi tertentu karena
memang kehormatan si mayit ini sama
dengan kehormatan orang yang masih
hidup, jadi bagaimana orang yang masih
hidup wajib Kkita jaga kehormatannya
seperti itu juga orang yang sudah meninggal
itu pun wajib kita jaga kehormatannya.”

H. Muhammad
Imansyah

Makruh

Kitab I’anat al-Thalibin karya Al-Imam Al-
Syaikh Abu Bakar Syatha’ bin Sayyid
Muhammad Syatha’ al-Dimyathi. Dalam
kitab tersebut dijelaskan bahwa hukum
membangun Kijing di atas kuburan adalah
makruh.

Kitab, seperti [I’anat al-Thalibin dan
Hasyiyah al-Bajuri. Dalam kitab Hasyiyah
al-Bajuri  dijelaskan  bahwa  hukum
membangun bangunan atau kijing di atas
kuburan adalah makruh, kecuali pada
makam para nabi dan orang-orang saleh,
dengan tujuan agar makam tersebut dapat
diziarahi dan diambil keberkahannya.




Hadis riwayat Imam Muslim yang
melarang membangun sesuatu di atas
kuburan, duduk di atasnya, dan bersandar
padanya. Para ulama menafsirkan larangan
dalam hadis tersebut sebagai larangan lil
karahah. Oleh karena itu, hukum
membangun kijing kuburan dipahami
sebagai makruh, sebagaimana pendapat
yang dikemukakan oleh para imam dan
ulama, termasuk Syekh Abu Bakar al-
Masyhur dalam [’anat al-Thalibin serta
Imam al-Baijuri.

Apabila kuburan berada di tanah wakaf,
maka membangun Kijing di atasnya
hukumnya haram. Sementara itu, apabila
kuburan berada di tanah milik pribadi,
maka hukumnya makruh. Apabila terdapat
kebutuhan tertentu, maka diperbolehkan,
tetapi jika dilakukan tanpa keperluan dan
berujung pada pemborosan harta, maka hal
tersebut termasuk perbuatan yang dilarang.
Selama pembangunan Kkijing dilakukan
sesuai dengan ketentuan syariat, tidak
berlebihan, dan tidak mengandung unsur
israf.

4.2 Tabel Ulama Muhammadiyah

No. Nama Pandangan Alasan Pandangan

1 Chusnul Aqib, Haram “Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata;
S,Sy., S.Pd.l., Rasulullah saw melarang menembok
M.Pd. kuburan, duduk dan membuat bangunan

di atasnya”.

“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata:
Rasulullah saw melarang dibangun suatu
bangunan di atas kubur, atau ditambah
tanahnya, atau diplester; Sulaiman ibn
Musa menambah: Atau ditulis di
atasnya.” [HR. an-Nasai dalam as-Sunan
al-Kubra No. 2165]




“Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dia
berkata; telah mengabarkan kepadaku
Abu az-Zubair bahwasanya ia mendengar
Jabir berkata; Rasulullah saw melarang
menembok kuburan, mendirikan
bangunan di atasnya atau seseorang duduk
di atasnya.” [HR. an-Nasa’i dalam as-
Sunan al-Kubra No. 2166].

Prof. Dr. H.
Sukarni, M.Ag.

Haramkan

“Saya suka kalau tanah kuburan itu tidak
ditinggikan dari selainnya dan tidak
mengambil padanya dari tanah yang lain.
Tidak boleh, apabila ditambah tanah dari
lainnya menjadi tinggi sekali, dan tidak
mengapa jika ditambah sedikit saja
sekitar. Saya hanya menyukai ditinggikan
(kuburan) di atas tanah satu jengkal atau
sekitar itu.”

“Saya suka bila (kuburan) tidak dibangun
dan ditembok, karena itu menyerupai
penghiasan dan kesombongan, dan
kematian bukan tempat bagi salah satu
dari keduanya. Dan saya tidak melihat
kuburan para sahabat Muhajirin dan
Anshar ditembok.”

“Seorang perawi menyatakan dari
Thawus, bahwa Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa sallam telah melarang kuburan
dibangun atau ditembok”.

Saya sendiri melihat sebagian penguasa di
Makkah menghancurkan semua bangunan
di atasnya (kuburan), dan saya tidak
melihat para ahli fikih mencela hal
tersebut.

Syekh Muhammad Arsyad Al-banjary
mengenai peenyelenggaraan jenazah di
dalam kitab Sabilal Muhtadin, “Haram
membuat suatu bangunan diatas kubur
seperti kubah atau bangunan rumah atau
pagar diatas kuburan kalau tanah wakaf
bagi kaum orang yang beragama Islam
dan wajib melarang dan membongkarnya
kalau sudah dibangun.”




“Mengenai membuat bangunan diatas
kuburan diharamkan apabila tanah
tersebut adalah tanah wakaf bagi kaum
beragama Islam tetapi tidaklah mengapa
jika tanah itu tanah milik pribadi.”

M. Yusuf

Haram

“Ketika Utsman bin Maz’un meninggal
dunia, jenazahnya dibawa keluar lalu
dikuburkan. Kemudian Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam memerintahkan seorang
laki-laki untuk membawakannya sebuah
batu, namun orang itu tidak sanggup
mengangkatnya. Maka  Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bangkit
menuju batu itu dan menyingsingkan
lengan bajunya ... Kemudian beliau
mengangkat batu itu dan meletakkannya
di bagian kepala kuburannya, seraya
bersabda:

Dalam riwayat abu daud menyebutkan
“Ketika sahabat mengatakan
Diriwayatkan dari Muththalib, ia berkata:
Ketika Utsman bin Mazh’un wafat,
jenazahnya dibawa dan dimakamkan.
Nabi Muhammad saw. kemudian
meminta sebuah batu, lalu beliau
mengangkat batu itu dan meletakkannya
di bagian kepala kuburannya seraya
bersabda:  ‘Dengannya aku  akan
mengenali kubur saudaraku, dan aku akan
menguburkan di dekatnya siapa saja yang
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meninggal dari keluargaku’.

“Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang
kuburan itu dikapur (diplester/disemen),
diduduki, dan didirikan bangunan di
atasnya.”

Larangan ini mencakup duduk di atas
gundukan kuburan sebagai bentuk
penghormatan kepada jenazah, dibangun
di atasnya. Ini mencakup mendirikan
bangunan, cungkup, atau rumah-rumahan
di atas makam di atasnya. Ini mencakup
mendirikan bangunan, cungkup, atau
rumah-rumahan di atas makam




B. Analisis Data
1. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota

Banjarmasin Mengenai Pembangunan Kijing di Pemakaman

Pada dasarnya, berdasarkan hasil wawancara dari informan ulama Nahdlatul
Ulama Kota Banjarmasin, ketiga informan menyebutkan bahwa pembangunan
kijing di pemakaman merupakan sesuatu yang makruh. Hanya saja, pengkategorian
hukum taklifi yang diberikan selain makruh ialah haram tergantung kondisi.
Semisal, jika tanah makam merupakan tanah wakaf atau tempat pemakaman umum,
maka hal ini terlarang. ‘/llat-nya berupa adanya mempersempit ruang atau tadhyig,
merampas hak orang lain, yang mana konsekuensinya, kijingnya wajib dibongkar.
Alasan keharaman atau setidak-tidaknya makruh tahrim lainnya jika Kijing
dijadikan hiasan karena dianggap sebagai pemborosan harta (israf) sehingga
menjadi tasyabbuh (menyerupai non-Muslim).

Begitu pula semisal makam yang dibangun kijing merupakan makam hasil
tanah pribadi, tetap dihukumi makruh jika tidak berlebihan. Sehingga kemakruhan
ini sifatnya sebatas lil-karahah dan tidak mutlak. Berbeda dengan kijing di makam
para ulama atau orang-orang shalih (shalihin), ulama Nahdlatul Ulama Kota
Banjarmasin menyebutkan hal ini mubah atau boleh. Hal ini didasari pada tujuan
ziarah dan agar dapat ber-tabarruk (mengambil berkah) bagi para peziarah. Dengan
berbedanya kategori hukum ini, kembali lagi, pada dasarnya, ketiga informan
sepakat bahwa hukum asalnya adalah makruh. Sisa dikembalikan lagi sesuai rincian
kondisi-kondisi lain yang dapat membuat hukum membangun Kijing di atas makam

menjadi haram atau justru mubah.



Jika berdasarkan metode istinbath ketiga informan dalam cara menetapkan
hukum, maka para informan melakukan integrasi tradisi tekstual (manhaj) dengan
keadaan sosial (wagi’iyyah). Melalui metode bayani, hal ini dilakukan melalui
dialektika antara teks (nash) dan syarah (penjelasan). Ulama Nahdlatul Ulama Kota
Banjarmasin tidak menggunakan metode Bayani secara tekstualis-kaku, melainkan
melalui cara deskripsi kitab-kitab mu tabarah (kitab kuning). Seperti memahami
larangan (naha), sesuai hasil wawancara, para informan sepakat bahwa hadis
larangan menyemen kubur (an-yujashshasha al-gabru) tidak dipahami sebagai
Haram Mutlak (Tahrim), melainkan Makruh Tanzih. Hal ini merujuk pada
penggunaan kaidah ushuliyah: “Al-ashlu fi al-nahyi lil-karahah illa ma dulla al-
dalil ‘ala khilafih” (Asal larangan dalam perkara bukan ibadah mahdhah adalah
makruh, kecuali ada dalil lain yang mengarah ke haram).

Kemudian, istinbath juga merujuk pada rujukan kitab Syafi’iyyah,
sebagaimana informan 11 secara spesifik merujuk pada I anatut Thalibin dan Al-
Bajuri. Hal ini menunjukkan bahwa metode Bayani ulama Nahdlatul Ulama Kota
Banjarmasin sangat terikat pada rantai sanad keilmuan Mazhab Syafi'i.
Pembangunan kijing dipandang sebagai “perluasan” dari fungsi pemberian tanda,
sejauh tidak menabrak batas-batas yang disepakati oleh para imam mazhab.

Kemudian, juga metode giyasi atau menemukan illat (penyebab hukum)
yang dinamis juga dilakukan ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terlihat
pada kemampuan mereka melakukan analogi hukum (Qiyas) dengan membedah
Illat-nya. Di sini, giyas al-ma’na (analogi berdasarkan makna) dilakukan oleh

informan | dan Il dengan menjelaskan bahwa kijing bisa menjadi haram di tanah



wakaf. Illat (penyebabnya) bukan pada zat kijingnya, melainkan pada dampak
sosialnya, vyaitu Tadhiyig (Mempersempit). Di sini, pembangunan Kijing
dianalogikan dengan tindakan merampas hak publik (Ghashab). Jika kijing
dibangun permanen di tanah wakaf, ia akan menghalangi jenazah lain untuk
dimakamkan di tempat yang sama di masa depan (sistem tumpang sari), yang mana
hak atas tanah wakaf adalah milik seluruh umat Islam. Masalah perbedaan status
kepemilikan, para informan secara spesifik membedakan Illat kepemilikan. Pada
tanah pribadi (Mulkul Khash), hukumnya makruh karena tidak ada hak orang lain
yang terenggut, sedangkan di tanah wakaf, hukum berubah menjadi haram karena
adanya Illat kerugian publik (Mudharat Ammah).

Kemudian, metode istislahi atau Magashid Syariah dan Perlindungan
Kehormatan juga digunakan. Seperti Hifdz al-Karama (Menjaga Kehormatan
Mayit), informan Il memberikan terobosan hukum bahwa dalam kondisi tertentu,
misalnya tanah berair atau rawan hewan buas, pembangunan Kijing yang awalnya
makruh bisa menjadi diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini, kemaslahatan
menjaga kehormatan mayit agar tidak rusak lebih diutamakan daripada
menghindari kemakruhan menyemen makam. Ini sesuai dengan kaidah fikih: “A4/-
Masyaqgah tajlibu al-zaysir” (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Selain itu,
informan 111 berpendapat adanya Sadd al-Dzari’ah (Menutup Celah Kerusakan)
dengan menekankan pelarangan Kijing jika tujuannya adalah Israf (pamer
kekayaan) atau mengikuti budaya non-muslim. Ulama Nahdlatul Ulama Kota
Banjarmasin menggunakan pendekatan ini untuk menjaga agar praktik ziarah tetap

pada tatanan tauhid dan kesederhanaan, bukan pada pengkultusan makam yang



berlebihan. Terakhir, pengakuan terhadap Urf atau kultur budaya setempat juga
diutarakan ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin. Para informan cenderung
moderat, selama Kijing berfungsi sebagai identitas agar makam keluarga tidak
hilang, mereka memberikan ruang toleransi hukum (makruh yang dimaafkan).
Berbeda dengan pendapat ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, para
informan dari ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin melalui pendapat mereka
mengenai hukum pembangunan kijing kuburan menunjukkan sebuah sudut
pandang yang sangat menekankan pada aspek purifikasi (pemurnian) ajaran serta
efisiensi pemanfaatan harta. Berdasarkan pandangan para informan, terdapat
kecenderungan kuat untuk menetapkan hukum pembangunan kijing pada rentang
makruh hingga haram, yang didasarkan pada ketegasan teks hadis mengenai
larangan menyemen atau membangun sesuatu di atas makam. Dalam perspektif ini,
batas toleransi yang diberikan hanyalah sebatas pemberian tanda sederhana atau
batu nisan, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika
memberikan penanda pada makam sahabat beliau. Pengharaman secara mutlak
diberlakukan apabila pembangunan kijing tersebut dilakukan di atas tanah wakaf
atau pemakaman umum karena alasan hukumnya berkaitan erat dengan penutupan
akses bagi masyarakat lain yang membutuhkan lahan pemakaman tersebut.
Melalui pendekatan bayani yang merujuk langsung pada sumber primer,
yaitu Al-Qur’an dan hadis-hadis sahih, ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin
melakukan seleksi hadis yang sangat ketat untuk memastikan keaslian praktik
keagamaan. Penggunaan hadis riwayat Muslim menjadi landasan utama dalam

menegaskan bahwa larangan membangun di atas kubur adalah perintah yang harus



dipatuhi. Menariknya, meskipun mereka memiliki metodologi (manhaj) istinbath
tersendiri, para ulama ini tetap merujuk pada literatur klasik dari mazhab Syafi’i
seperti kitab Sabilal Muhtadin dan Al-Majmu’ bukan untuk mencari pembenaran
atas praktik kijing, melainkan untuk membuktikan bahwa ulama-ulama kibar
(besar) terdahulu pun sebenarnya mengarahkan pada kesederhanaan dan pemberian
tanda yang tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan sebuah upaya menghubungkan
literatur untuk memperkuat posisi purifikasi yang mereka usung.

Dalam kerangka istislahi atau pertimbangan kemaslahatan, pandangan
informan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin sangat menitik beratkan pada
perlindungan harta dari perbuatan mubazir. Pembangunan kijing dianggap sebagai
pengeluaran biaya tanpa manfaat yang nyata bagi si mayit maupun bagi umat,
sehingga diklasifikasikan sebagai pemborosan yang dilarang dalam agama. Selain
aspek ekonomis, terdapat prinsip keadilan sosial yang sangat ditekankan, di mana
Kijing permanen dipandang sebagai bentuk pemborosan ruang yang dapat
menghalangi fungsi sosial lahan pemakaman. Oleh karena itu, solusi yang
ditawarkan terhadap kondisi geografis Banjarmasin yang berair bukanlah dengan
membangun struktur permanen dari semen, melainkan dengan meninggikan
gundukan tanah asli, sehingga nilai-nilai syariat tetap terjaga tanpa harus melanggar
larangan pembangunan di atas kubur.

Secara filosofis, sikap tegas ini merupakan bagian dari upaya tajdid atau
pembaruan untuk membersihkan praktik keagamaan dari potensi penyimpangan
akidah. Dengan membatasi bangunan makam 